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ABSTRAK

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, setiap terjadi perceraian selalu dilakukan pencatatan perceraian.
Sedangkan dalam hukum Islam tidak sedikit pun dibahas mengenai bukti
peristiwa perceraian. Dalam rukurn dan syarat talak pun tidak disebutkan
mengenai bukti atau bahkan saksi talak. Hal ini kemudian banyak
menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat, apa yang menjadi dasar
adanya aturan terkait pencatatan perceraian? Mengapa hal yang tidak
diatur dalam hukum Islam ini kemudian menjadi begitu penting perannya?

Untuk menjawab pertanyaan yang timbul, dilakukanlah penelitian
terhadap aturan pencatatan perceraian dengan menggunakan pendekatan
teori magasid asy-syari‘ah. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penulisan ini adalah Library Reseacrh (Riset Pustaka) dimana fokus
penelitiannya adalah tulisan yang berupa jurnal, undang-undang tentang
perkawinan, dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini. Sifat
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yakni dengan
menyajikan data-data terkait pencatatan perceraian dan dianalisa
menggunakan teori magasid asy-syari ah. Analisis data dalam penelitian
ini menggunakan penalaran deduktif. Dalam hal ini berusaha mengetahui
tinjauan magasid.asy-syari ah terhadap aturan pencatatan perceraian yang
berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya diundangkannya
aturan pencatatan perceraian termasuk dalam perlindungan hukum
preventif Adanya aturan pencatatan perceraian juga merupakan upaya
penjaminan kepastian akibat-akibat hukum yang timbul pasca perceraian.
Dilihat melaui kacamata magqgasid asy-syari'ah pencatatan perceraian
termasuk dalam upaya upaya memelihara jiwa (céill &is) dan memelihara
harta (JWwll-Jass) menurut pendekatan magasid asy-syari-ah. Pencatatan
perceraian dikategorikan ke dalam al-magasid ad-dariirivah karena
dewasa ini, akta perceraian sebagai hasil dari pencatatan perceraian
menjadi syarat untuk menuntut hak-hak pasca perceraian-dan bukti yang
autentik tentang terjadinya suatu perceraian. Dengan dikategorikannya
aturan pencatatan perceraian ke dalam al-magqasid ad-daririyah, artinya
pencatatan perceraian ini tidak dapat lagi dipandang sebelah mata dan
harus disadari sebagai suatu kebutuhan yang penting atau primer.

Kata kunci: pencatatan, perceraian, perundang-undangan, magqgasid asy-
syari ah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah
transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158

tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
T Alif - Tidak dilambangkan
<@ Ba’ b be
< Ta’ t te
& Sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim ] Je
| ha (dengan titik di
< Ha h bawah)
z Kha’ kh ka dan ha
3 Dal d de
3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
J Ra’ r Er
) Zai ¥ zet
o Sin 3 es
o Syin sy es dan ye
- Sad . s (dengan titik di
bawah)
L Dad d de (dengan titik di
bawah)
L Ta’ t te (dengan titik di bawah)
5 7o . zet (dengan titik di
bawah)
& “Ain . koma tebalik di atas
¢ Gain g ge
- Fa’ f ef
) Qaf q Ki

viii




gl Kaf k ka
J Lam | el
N Mim m em
U Nun n en
s Wawu w we
o Ha’ h ha
s Hamzah apostrof
¢ Ya’ y ye
2. Vokal
a. Vokal Tunggal
Tanda Nama Huru Latin Nama
] Fathah A A
Kasrah I I
’ Dammah U U
b. Vokal Rangkap
Tanda dan Nama Huru Latin Nama
Huruf
< Fathah + ya’ Ai adani
mati
. Fathah+ wawu
5. y au adanu
matl
Contoh:
S Ditulis Kataba
Jad Ditulis Fa'ala
K3 Ditulis Zukira
Yy Ditulis Yazhabu
Ji Ditulis Su’ila




3. Maddah

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
huruf tanda
i I fathah dan alif A a dan garis di
. atau ya atas
S. ... Kasrah dan ya I i dan garis di
bawah
5 dammah dan U u dan garis di
wau atas
Contoh:
Js Ditulis Qala
>y Ditulis Rama
J Ditulis Qila
J%% Ditulis Yaqilu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Tamarbutah hidup

2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah,
dan dammah, transliterasinya adalah /t/

3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan-kedua kata itu
terpisah, makata marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:
Jakyl sy Ditulis Raudah al-Atfal
3y siall Adaall Ditulis al-Madinah al-
Munawwarah
iall Ditulis Talhah




5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda
tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf,
yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:
[y Ditulis Rabana
O Ditulis Nazzala
Sl Ditulis al-Birru
zal Ditulis al-Hajju
P Ditulis Nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf alif lam (J). Namun dalam transliterasi ini kata
sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf
syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah.

1.

Kata sandang vyang diikuti oleh  huruf syamsiyyah
ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

. Kata sandang yang diikuti oleh  huruf gamariyyah

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan
dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti .oleh. huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda.sandang.

Contoh:
JA5N Ditulis ar-Rajulu
33l Ditulis as-Sayyidatu
N Ditulis asy-Syamsu
’yadll Ditulis al-Qamaru
ol Ditulis al-Badi’u
Il Ditulis al-Jalalu
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7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan
dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak
ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

OHAE Ditulis Tadkhuliina
¢ gl Ditulis an-Nau'u
e Ditulis Syai‘un

&) Ditulis Inna
&yl Ditulis Umirtu
K Ditulis Akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf,

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada
huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain
yang mengikutinya.

Contoh:

GBS0 A sl @l &)y | ditulis | Wa innallaha lahuwa khair ar-
raziqin.

OIGdl s O ) se5\a |, Ditulis | Faaufii al-kaila wa al-mizan.

Gy LAJM AV sy Ditulis | Bismillahi majreha wa

mursaha
) s WUl e Ay | Ditulis | Wa lillahi “ala an-nasi hijju al-
Mk 43) E(]f;“ | oa baiti manistata a ilaihi sabila.

9. Huruf kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal,
namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:
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Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

s V) ads Wy

Ditulis

Wa ma Muhammadun illa rasul

Al 'y i J51 &)
B35 385 &l

Ditulis

Inna awwala baitin wudi'a
linnasi lallazi bi Bakkata
mubarakan

31 G Glmalll e
Gl s

Ditulis

Syahru ar-ramadan  al-lazi
unzila fih al-Qur an.

Sl \gé‘\i\g 3217 daly

Ditulis

Wa lagad ra ahu bi al-ufuq al-
mubin.

el 5 & Sl

Ditulis

Alhamdulillahi rabbi al-

‘alamin
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki tujuan yang luhur, sebagaimana
dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni:
“Membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan
yang Maha Esa”.! Namun tidak dapat dipungkiri dalam
mengarungi bahtera rumah tangga, suami dan isteri sebagai
manusia biasa memiliki karakter, sifat dan keinginan yang berbeda-
beda. Perbedaan ini tentu sedikit banyak menimbulkan perselisihan
kecil yang kemudian dapat diselesaikan dengan saling percaya dan
memahami. Namun tak sedikit pula perselisihan tersebut membesar
hingga berujung pada perceraian,” yang pada dasarnya sangat
dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud

yang berbunyi:
3 aoUall s i I JSall ksl
Indonesia_ sebagai. .negara . muslim, . dalam peraturan
perkawinannya tak melewatkan masalah perceraiaan /ini, hal ini
dapat dilihat dari diundangkannya beberapa Peraturan Perundang-

undangan tentang Perkawinan antara fain Undang-Undang Nomor

! pasal 1.

2 Supriatna, dkk., Figih Munakahat Il, (Yogyakarta: Bidang Akademik,
2008), him. 3.

® Abi Daud, Sunan Abi Daud, edisi M. Muhyidin ‘Abd al-Hamid,
(Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), Il: 255, hadis nomor 2178, “Kitab at-Talag”. “Bab
fi Karahiyati at-Taldaq”. Hadits dari Katsir bin ‘Abid dari Muhammad bin Khalid dari
Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Datsar dari Ibnu ‘Umar, Hadits ini masyhur dan
diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah no. 2018, Imam at-Tirmizi no. 1863 dan Ibnu Adi
dalam Al-Kamil (1/236).



2

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam
Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Dalam menangani masalah perceraian ini, peraturan
perundang-undangan di Indonesia menganut prinsip mempersukar
terjadinya perceraian.” Prinsip mempersukar terjadinya perceraian
dibuktikan dengan adanya aturan terkait keharusan perceraian di
depan sidang pengadilan pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun
1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta harus adanya
alasan-alasan tertentu dalam pengajuan sidang perceraian pada
Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun alasan-alasan
yang dimaksud adalah:”

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. Salahsatu pihak mendapatkan hukuman penjara’5 (lima) tahun
atau = hukuman' yang lebih berat setelah “perkawinan
berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain;

* Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
(Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), cet. ke-5 (Yogyakarta:
Liberty Yogyakarta, 2004), him. 6.

®> PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19. Baca juga Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal
116.
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
atau isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik-talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Untuk melakukan perceraian, seseorang harus mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Agama. Setelah dirasa cukup
alasan dan kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi,
Pengadilan Agama mengeluarkan putusan tentang izin ikrak talak.
Setelah sidang penyaksian ikrar talak di depan Pengadilan,
Pengadilan lalu membuat penetapan tentang terjadinya perceraian,
rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami
isteri, yang kemudian helai pertama beserta surat ikrar talak
dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah untuk diadakan
pencatatan percéraian.’

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum.” Perbuatan
hukum adalah-setiap perbuatan subjek hukum (individu atau badan
hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu

dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan

® Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 131 ayat (5).
" Supriatna, dkk., Figih Munakahat 1l, (Yogyakarta: Bidang Akademik,
2008), him. 234.
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hukum.® Akibat ini kemudian disebut dengan akibat hukum.’

Akibat hukum dapat berupa hak dan atau kewajiban.*® Perceraian

sebagai suatu perbuatan hukum tentunya menimbulkan akibat

hukum. Akibat hukum dari perceraian berupa:**

1. Hak dan kewajiban suami yaitu hak rujuk, kewajiban memberi
mut ah, kewajiban memberi nafkah iddah, kewajiban melunasi
mahar yang terhutang, dan kewajiban memberi biaya hadanah;

2. Hak dan kewajiban isteri yaitu hak menikah dengan orang lain,
hak mendapatkan mut’ah, hak nafkah iddah, kewajiban
menjaga diri selama masa iddah; dan

3. Hak anak, yaitu hadanah.

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya
terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di
kantor pencatatan oleh Petugas Pencatat, kecuali bagi mereka bagi
mereka yang beragama lIslam terhitung sejak jatuhnya putusan
Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum yang tetap.*?
Walaupun bagi pemeluk agama Islam suatu perceraian dianggap
terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan
Pengadilan ' Agama ' yang 'mempunyai - kekuatan ' hukum, namun
perceraian tetap. harus dicatatkan-atau didaftarkan sebagai mana
diatur dalam -UU Nemeor 23 Tahun 2006 teptang Administrasi
Kependudukan Pasal 3,

291.

® R. Soeroso, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him.

* Ibid., him. 295.
¥ Ibid., him. 291.
1 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41. Baca juga Inpres No. 1 Tahun1991 BAB

XVII.

12 pp No. 9 Tahun 1975, Pasal 34 ayat (2).
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“Setiap  Penduduk  wajib  melaporkan  Peristiiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada
Intansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Pencatatan perceraian merupakan suatu upaya untuk
mendapatkan akta perceraian, di mana akta perceraian adalah bukti
yang autentik terjadinya suatu perceraian.’® Akta tersebut dapat
digunakan oleh masing-masing pihak apabila ada yang merasa
dirugikan untuk mendapatkan haknya.'* Contohnya, ketika
seseorang hendak melangsungkan pernikahan dengan orang lain
pasca perceraian, haruslah melampirkan akta perceraian sebagai
syaratnya. Apabila suatu perceraian tidak dicatatkan, maka
sesorang tidak akan mendapat akta perceraian dan hal ini dapat
menjadi penghalang ketika ia hendak menikah dengan orang lain.

Contoh lain, apabila setelah terjadi suatu perceraian, bekas
suami lari dari kewajibannya memberi nafkah iddah. Tentu saja hal
ini merugikan bekas isteri. Upaya yang dapat dilakukan mantan
isteri untuk-mendapatkan haknya adalah. dengan cara mengajukan
permohonan eksekusi.*®> Dalam/mengajukan permohonan eksekusi,
bekas isteri haruslah melampirkan akta perceraian.

Dari uraian-di atas, dapat dilihat" bahwa ‘setiap terjadi
peristiwa perceraian, maka peristiwa tersebut harus segera

didaftarkan agar diadakan pencatatan perceraian dan diterbitkanlah

'3 https://www.dukcapilkabsukabumi.org/pelayanan/akta-perceraian/

14 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Sinar
Grafika, 2007), him. 26.

> Herziene Indonesisch Reglement, Pasal 196-200.
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akta perceraian. Apabila pencatatan perceraian tidak dilakukan,
maka akta perceraian tidak dapat diterbitkan dan hal ini dapat
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami, bekas isteri ataupun
keduanya. Jika pendaftaran atau pencatatan perceraian tidak
dilakukan, tentunya bekas suami ataupun bekas isteri masih
berstatus menikah di mata negara. Hal ini dapat berpengaruh
terhadap kegiatan-kegiatan hukum yang akan dilakukan oleh bekas
suami atau bekas isteri pasca perceraian. Contohnya, ketika bekas
isteri hendak melakukan perkawinan dengan orang lain, maka
bekas isteri harus melampirkan salinan akta perceraian.'® Apabila
pencatatan perceraian tidak dilakukan, maka bekas isteri tidak
mendapatkan akta perceraian dan pekawinannya dengan orang lain
terhalang.

Dalam rukun dan syarat talak menurut Hukum Islam, tidak
disebutkan mengenai bukti atau bahkan saksi talak. Hal ini
kemudian banyak menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat. Apa
yang melatar belakangi diaturnya pencatatan perceraian? Mengapa
hal yang tidak termasuk dalam rukun dan syarat talak ini kemudian
menjadi begitu penting perannya?

Dari pertanyaan yang timbul di masyarakat ‘ini, penulis
terdorong untuk. meneliti serta menganalisis peraturan perundang-
undangan mengenai pencatatan perceraian menurut Hukum Islam
menggunakan pendekatan magasid asy-syari‘ah. Magasid asy-
syart'ah dipilih sebagai pendekatan dalam menganalisis karena
dapat menjabarkan maksud dari suatu hukum. Selain itu, menurut

asy-Syatibi sang bapak magasid asy-syar ah, “Maqasid asy-

PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 6 Ayat (2) huruf f.
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syari ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek
hukum secara menyeluruh.”*’ Artinya, apabila ada permasalahan-
permasalahan hukum yang kurang jelas dimensi kemaslahatannya,

dapat dianalisis menggunakan pendekatan maqasid asy-syari ah.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas dapat kita simpulkan
beberapa rumusan masalah, yaitu:
1. Apa urgensi diaturnya pencatatan perceraian di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan maqasid asy-syari ah terhadap peraturan

pencatatan perceraian di Indonesia?

C. Tujuan dan Keagunaan
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan pentingnya diundangkannya pencatatan
perceraian di Indonesia.

2. Untuk menjelaskan pandangan Islam mengenai pencatatan
perceraian serta memahami diaturnya pencatatan perceraian
Indonesia dengan menggunakan pendekatan magasid asy-
syari_ah,

Kegunaan dari penelitian-ini adalah:

1. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran
terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pencatatan
perceraian.

2. Skripsi ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan
bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Y7 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi,
(Jakarta: Rajawali Pers, 1996), him. 65.



D. Telaah Pustaka

Untuk menjamin keaslian penelitian ini, penulis melakukan
telaah pustaka terlebih dahulu. Sejauh karya ilmiah yang telah
penulis baca, mulai dari skripsi, jurnal dan literature lain, baru
ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitann dengan
penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Bastomi yang
berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun
1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di Kantor
Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri”.*® Skripsi ini membahas
mengenai  praktek pencatatan  perceraian yang ditinjau
menggunakan PP No. 9 Tahun 1975. Berbeda dengan apa yang
penulis bahas, yang mana penulis membahas tinjauan terhadap
peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perceraian.
Bukan meninjau praktik pencatatan perceraian.

Kedua, karya ilmiah dalam jurnal Istidlal yang ditulis oleh
Fahmi Basyar yang berjudul, “Prosedur Pencatatan Perkawinan dan
Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum
Islam”.*® “Dalam " Karya" ilmiah 'ini* dibahas: ‘tentang prosedur
pencatatan perkawinan dan perceraian yang ada di Indonesia dan
Malaysia: dengan analisis Hukum- Islam: Perbedaan yang jelas

dengan penelitian yang penulis lakukan, yang mana penulis lebih

8 Ahmad Bastomi, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan PP No. 9 Tahun
1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec.
Gurah Kab. Kediri,” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

9 Fahmi Basyar, “Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di
Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Istidlal, Vol. 1, No.
1, (2017).
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menganalisis mengenai aturan tentang pencatatan perceraian itu
sendiri, bukan prosedur pencatatannya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Asep Kustia Erawandi
yang berjudul “Relevansi Aturan Kewanangan Pencatatan
Perceraian dalam Undang-Undang Peradilan Agama Terhadap
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.?® Skripsi ini
membahas tentang aturan wewenang pencatatan perceraian oleh
Pengadilan Agama dalam Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama
yang menimbulkan insinkronisasi norma sehingga tidak
mencerminkan asas Kketertiban dan kepastian hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Keempat, tesis yang disusun oleh Musthofa yang berjudul,
“Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian”.* Tesis ini
membahas adanya dualisme dalam kewenangan pencatatan
perceraian yang menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian
hukum.

Kelima, tesis yang disusun oleh Risnawati yang berjudul,
“Prosedur: Pelayanan ' Penerbitan ' Akta 'Kelahiran Dan Akta
Perceraian = Dalam- Adimistrasi Kependudukan . Pada Dinas

Kependudkan-Dan Pencatatan Sipil Kota Padang”.?* Di dalamnya

2 Asep Kustia Erawandi, “Relevansi Aturan Kewanangan Pencatatan
Perceraian dalam Undang-Undang Peradilan Agama Terhadap Asas Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2016.

2! Musthofa, “Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian,” Tesis Doktor
Universitas Brawijaya, 2015.

?2 Risnawati, “Prosedur Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Dan Akta
Perceraian Dalam Adimistrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudkan Dan
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dibahas tentang prosedur administratif yang dalam pelayanan
penerbitan akta kelahiran dan akta perceraian. Perbedaan tentu juga
terlihat begitu jelas antara penelitian yang penulis kerjakan, yang
mana lebih membahar perihal pentingnya diundangkannya
pencatatan perceraian.

Melihat dari beberapa literature tersebut, belum ada satupun
yang membahas terkait perlunya pencatatan perceraian dengan
menggunakan analisis magasid asy-syari‘ah, sebagaimana yang

penulis kerjakan.

E. Kerangka Teoretik

Setiap terjadi peristiwa perceraian harus dilakukan
pencatatan agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang
teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk harus
dicatat, seperti kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.?
Perihal Pencatat Perceraian diatur dalam PP No. 9 tahun 1975
tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
yang menjelaskan bahwa setelah putusan perceraian dijatuhkan
kemudian--satu.- helai ; salinan—putusan. Pengadilan yang telah
mempunyai’ kekuatan . hukum™ yang tetap, tanpa bermaterai
dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan, untuk didaftrakan
(dicatatkan).*

Masalah pencatatan perceraian diatur pula dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang berbunyi,”Setelah sidang penyaksian

Pencatatan Sipil Kota Padang”, Tesis Diploma Fakultas Ekonomi Universitas
Andalas Padang, 2018.
8 UU No. 32 Tahun 1954, Penjelasan Pasal-Pasal, Pasal 1

# pasal 35 Ayat (1).
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ikrar talak, Pengadilann Agama membuat penetapan tentang
terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian
bagi bekas suami dan isteri. Helai Pertama beserta surat ikrar talak
dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan
ketiga mesaing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai
keempat disimpan oleh Pengadilan Agama”.*®

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada setiap perceraian
dilakukan pencatatan perceraian. Selain itu, mengingat pencatatan
perceraian juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam, yang pada
hakikatnya diatur khusus bagi pemeluk agama Islam. Sedangkan
dalam Hukum Islam pencatatan percerian tidaklah termasuk dalam
rukun maupun syarat perceraian. Sehingga hal ini menimbulkan
pertanyaan di kalangan masyarakat terutama pemeluk agama Islam.
Timbulnya pertanyaan ini kemudian mejadikan sebagian orang
menganggap remeh perihal pencatatan perceraian.

Dalam bukunya, Khoiruddin Nasution mengungkapkan
bahwa catatan akad nikah dapat menjadi bukti autentik untuk
menjamin: hak-hak 'para  pihak yang terlibat ~dalam dan akibat
perkawinan.”® . Artinya;. sama/ halnya ‘dengan / pencatatan
perkawinan, pencatatan- perceraian tentunya juga -menjadi bukti
autentik yang dapat mejamin hak-hak para pihak yang terlibat
dalam dan akibat perceraian. Dari segi pembuktian ini, pencatatan

perceraian dapat dikaitkan dengan kaidah usul figh:

% pasal 131 Ayat (5).

% Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan
Perbandingan  Hukum  Perkawinan di  Dunia  Muslim, (Yogyakarta:
ACAdeMIA+TAZZAFA Yogyakarta, 2009), him. 369.



12

27, ol IS Gl ally il

Perceraian merupakan suatu perbuata hukum.?® Perbuatan
hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (individu atau badan
hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu
dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan
hukum.?® Akibat ini kemudian disebut dengan akibat hukum.*®
Perceraian sebagai suatu perbuatan hukum pastilah menimbulkan
akibat hukum. Adapun akibat hukum perceraian dapat berupa hak
dan kewajiban suami, istiri, serta hak anak.*

Diundangkannya pencatatan perceraian antara lain ialah
untuk melindungi hak yang timbul akibat perceraian tersebut,
dengan kata lain aturan pencatatan perceraian dapat dikategorikan
sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum
preventif ialah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah
dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta
memberikan rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban.*?

Untuk menjelaskan betapa pentingnya pencatatn perceraian,
dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis pencatatan
perceraian’ ‘'dengan ‘perspektif -maqasid “asy-syari‘ah. Pemilihan

magqasid asy-syart'ah sebagal teori karena magasid ‘asy-syari ah

7 ya’qib ibn "Abd al-Whhab al-Bahisayn, Al-Mufassal fi al-Qawa'id al-

Fighiyyah, cet. II, (Riyad: Dar al Tadmuriyyah, 2011).
http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-fighiyah.html/m=1

291

%8 Supriatna, dkk., Figih Munakahat I1..., hlm. 234.
# R. Soeroso, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him.

% 1bid., him. 295.
%! Inpres No. 1 Tahun 1991, BAB XVII.
%2 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,

(Surakarta: Megister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
2003), him. 20.
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mampu memaparkan permasalahan-pemasalahan secara mendasar
terhadap implikasi hukum, sehingga dapat menggambarkan dengan
jelas bagaimana pentingnya suatu aturan hukum serta menjawab
pertanyaan-petanyaan yang timbul atas aturan hukum yang ada.
Selain itu, asy-Syatibi juga mengatakan bahwa magasid asy-
syari’ah dalam arti kemalahatan terdapat dalam aspek-aspek
hukum secara keseluruhan.®® Artinya, kita dapat melihat dan atau
memahami kemaslahatan suatu permaslahan hukum dengan
menggunakan pendekatan magasid asy-syari ah.

Asy-Syatibi sebagai bapak magdasid asy-syari’ah memang
tidak menyebutkan bahwa magasid asy-syari’ah merupakan
pendekatan filsafat dalam hukum Islam. Namun muatan
pertimbangan magasid asy-syari’ah, memaparkan permasalahan-
permasalahan yang mendasar untuk kemaslahatan umat dan
terhadap implikasi penerapan hukum. Dalam konteks demikian,
magqasid asy-syari ah juga merupakan pengekspresian hubungan
kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.
Dalam hal seperti itu magasid asy-syari'ah dapat disebut sebagai
suatu pendekatan falsafat'dalam hukum Islam.3*

Maqasid. asy-syari ah terdiri dari dua kata yakni magasid
dan syari'ah.-Magashid. adalah bentuk jamak dari. magsad yang
berarti tujuan, sedangkan syari’ah berarti jalan menuju sumber air.
Jalan menuju sumber air ini bias kita artikan sebagai jalan menuju

pokok sumber kehidupan.®

%% Abii Ishaq Asy-Syatibi, Al-Muwafagat fi Usul al-Ahkam, (Kairo: Mustafa
Muhammad, tt), I: 7.

% Asafri Jaya Bakri, Konsep Magdasid..., him. 155-156.

% Ibid., him. 61.
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Pada awalnya, syari’ah secara terminology merupakan al-
nusis al-mugaddasah (teks-teks suci) dari Al-Qur’an dan Sunnah
yang belum tersentuh campur tangan manusia. Dalam wujud ini,
syari'ah disebut dengan as- rarigah al-mustagimah. Muatan
syari’ah dalam arti ini mencakup agidah, hukum “amaliyah, dan
khulizgiyah. Definisi syari ah dalam hal ini sering disamakan
dengan agama,® sebagaimana definisi syari'ah yang diambil dari
firman Allah SWT:

Mo lisas Lo s ) lia gl (53 5 la i s (g Lo Cpall (g oST g 3

ST a8 8 Y 5 cpall ) sl (O sie 5 e 5 el

Dalam perkembangan sekarang terjadi penyempitan muatan
arti syari’ah. Agidah, misalnya, tidak masuk dalam pengertian
syari’ah. Syekh al-Azhar, Mahmoud Syaltout, memberikan
penjelasan bahwa syari’ah adalah “aturan-aturan” yang diciptakan
oleh Allah SWT untuk manusia dalam mengatur hubungan dengan
Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim,
alam dan seluruh kehidupan.® Dari penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa magasid asy-syari‘ah secara etimologi berarti

tujuan.dari suatu aturan.

% Ibid. Agidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem
kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu aqidah. Hukum
‘amaliyah adalah hukum yang bersangkutan dengan apa yang bersambung dengan
perkataa, perbuatan, perjanjian, dan segala macam tindakan. Hukum khuligiyah
adalah hukum bersangkutan dengan apa yang diwajib kepada mukallaf, akan
meningkatkan moral, bidi pekerti, adab sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap
yang tercela.

3 Asy-Syiira (42): 13.

% Mahmoud Syaltout, Islam: ‘Agidah wa Syari'ah, (Kairo: Dar al-Qalam,
1966), him. 12.


https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Iman
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Sedangkan secara terminologi, magasid asy-syari ah adalah
tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia

(khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini
adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
Library Research (Riset Pustaka). Riset Pustaka memanfaatkan
sumber perpustakaan untuk memperolen data penelitian.
Sumber perpustakaan tersebut bisa berupa ensiklopedi hukum
Islam, jurnal, undang-undang, dan buku-buku.*® Karena
menggunakan jenis penelitian Library Research, maka fokus
penelitian adalah tulisan yang berupa jurnal, undang-undang
tentang perkawinan, dan buku-buku yang terkait dengan

pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang. digunakan .dalam- peneliltian ini adalah
deskriptif " analitik,. 'yaitu” penelitian ‘yang menyajikan,
menjelaskan, serta menggambarkan hasil penelitian berdasarkan
data-data -yang diperoleh,” “yang " selanjutnya dianalisa

menggunakan teori yang digunakan.”® Dalam hal ini,

¥ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, cet. ke-3 (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2014), him. 1.

0 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,
1986), him. 54-55.
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menyajikan data-data terkait pencatatan perceraian dan
dianalisa menggunakan teori magqasid asy-syari ah.
3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber
pertama.*’ Sumber data primer dalam penulisan ini berupa
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab
Magasid asy-Syart ah.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih
lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.** Sumber data
sekunder dalam penulisan ini yakni berupa literatur-literatur dan
atau data-data pustaka yang bersifat siap pakai yang berkaitan
dengan pembahasan ini. Contohnya, kitab-Kitab hadis, buku-
buku tentang tafsir, dan Undang-Undang tentang Administrasi.
c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan
adalah: metode ' kepustakaan. ' Teknik “ini digunakan dalam
keseluruhan proses penelitian dengan memanfaatkan berbagai
macam pustaka—yang relevan dengan -/hal » yang tengah

dicermati.®

1 M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaenal, Panduan Menyusun Skripsi dan
Tesis, (Bantul: SIKLUS Hanggar Kreator, 2004), him. 50.

*2 1bid.

* Ibid., him. 44
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d. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan usal figh dengan toeri magasid asy-syari'ah. Teori
magqasid asy-syari ah memaparkan permasalahan-permasalahan
yang mendasar untuk kemaslahatan umat dan terhadap
implikasi penerapan hukum,* sehingga dapat menggambarkan
dengan jelas bagaimana pentingnya suatu aturan hukum serta
menjawab pertanyaan-petanyaan yang timbul atas aturan
hukum yang ada.
e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
penalaran deduktif, yaitu proses penalaran dari pernyataan
umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu
(khusus).*>- Dalam_hal ini berusaha mengetahui tinjauan
magqasid asy-syari ah terhadap aturan pencatatan perceraian

yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan
Babpertama,pendahuluan, | berisi -tentang «latar belakang
masalah, rumusan  masalah, tujuan dan kegunaan ' penelitian,
kerangka teoretik, penelitihan terdahulu, ‘metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.
Bab kedua, berisi uraian tentang konsep Magasid asy-

syari ah yang dibawakan oleh Abu Ishaq asy-Syatibi.

* Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashi Syari’ah..., hlm. 155-156.
*® https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksitcite_note-2.
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Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum mengenai
perceraian, rukun dan syarat perceraian, akibat perceraian, tata cara
perceraian mernurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia, pencatatan perceraian, tata cara pencatatan perceraian
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab keempat, berisikan tentang analisa terhadap pencatatan
perceraian menggunakan pendekatan magqasid asy-syari‘ah serta
memaparkan urgensi pencatatan perceraian.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini

yaitu penutup yang berisi, kesimpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan penganalisisan dan menguraikan pokok-
pokok yang menjadi rumusan masalah tentang pencatatan
perceraian perspektif maqgasid asy-syarr ah, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Diundangkannya pencatatan perceraian antara lain ialah untuk
melindungi hak yang timbul akibat perceraian tersebut, dengan
kata lain aturan pencatatan perceraian dapat dikategorikan
sebagai perlindungan hukum preventif.  Adanya aturan
pencatatan perceraian juga merupakan upaya penjaminan

kepastian akibat-akibat hukum yang timbul pasca perceraian.

2. Pencatatan perceraian merupakan usaha memelihara harta (&~
JWl) dalam kaitannya sebagai penjaminan hak berupa nafkah
iddah, mut'ah, dan hadanah, dan memelihara jiwa (L) Jaé~)
dalam kaitannya mencegah terlantarnya bekas isteri dan anak.
Pencatatan" perceraian ‘dikategorikan ke-dalam al-maqasid ad-
daruriyah karena dewasa ini, akta perceraian sebagai hasil dari
pencatatan perceraian menjadi-syarat untuk menuntut hak-hak
pasca perceraian dan bukti yang autentik tentang terjadinya
suatu perceraian. Dengan dikategorikannya aturan pencatatan
perceraian ke dalam al-maqgasid ad-darariyah, artinya
pencatatan perceraian ini tidak dapat lagi dipandang sebelah
mata dan harus disadari sebagai suatu kebutuhan yang penting

atau primer. Sebab apabila pencatatan perceraian tidak

74
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dilakukan maka dapat mengakibatkan terbengkalainya

kemaslahatan.

B. Saran

Kepada para pejabat pemerintahan, dalam hal ini diharapkan
dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa
pentingnya pencatatan perceraian. Kemudia kepada seluruh
masyarakat Indonesia terkhusus bagi mereka yang hendak
melakukan peceraian untuk lebih memperhatikan perihal
pencatatan perceraian dan segera mengurus akta perceraian setelah
melakukan perceraian agar pemenuhan hak-hak yang timbul dari

perceraian tersebut dapat lebih terejamin.
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Lampiran 1: Halaman Terjemahan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS

Nomor Ayat al- " .
Hal Footnote | Quran/Hadis Terjemahan Ayat/Hadis
Hadis riwayat
1 3 Abu Daud: Perkara halal yang paling di benci
Hadis nomor | oleh Allah adalah perkara talak.
2178
dl3 27 dan Kaidah Usil Keputusan dengan bukti yang autentik
an 14 Figh seperti kepa}syan melihat dengan mata
77 kepala sendiri.
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu
tentang agama apa Yyang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan
L apa yang telah Kami wahyukan
15 37 Asy—Sylu;a (42) | kepadamu dan apa yang telah Kami
waslatkan kepada Ibrahim, Musa
dan lsa vaitu: Tegakkanlah agama
dan janganlah kamu berpecah belah
tentangnya. ..
Sesungguhnya syariat itu bertujuan
22 10 Unggap?rtl)_asy- untuk ~mewujudkan~ kemaslahatan
yaill dunia dan akhirat.
29 11 Ungkapan asy- | Hukum itu disyariatkan untuk
Syatibi kemaslahatan hamba.
Al-Anbiva’ Dan Fiadalah Kami mengutus kamu,
23 15 Y melainkan untuk (menjadi) rahmat
(21):107 )
bagi semesta alam.
Dan Dialah yang menciptakan
23 16 Had (11): 7 | langit dan bumi dalam enam masa,

dan adalah singgasana-Nya




(sebelum itu) di atas air, agar Dia
menguji siapakah di antara kamu
yang lebih baik amalnya...

23

17

Al-Ankabut
(29): 45

...Sesungguhnya shalat itu
mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar. ..

23

18

Al-Maidah (5):
6

...Allah tidak hendak menyulitkan
kamu,  tetapi Dia  hendak
membersihkan kamu dan
menyempurnakan nikmat-Nya
bagimu, supaya kamu bersyukur.

33

45

Fussilat (41): 44

Dan jikalau Kami jadikan Al Quran
itu suatu bacaan dalam bahasa
selain  Arab, tentulah mereka
mengatakan: ~ "Mengapa  tidak
dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah
(patut Al Quran) dalam bahasa
asing sedang (rasul adalah orang)
Arab?..

41

14

Ungkapan
Sayyid Sabiq

Melepas tali perkawinan dan
mengakhiri hubungan suami isteri.

41

15

Ungkapan Abu
Zakaria Al-
Anshari

Melepas tali akad nikah dengan
kata talak dan semacamnya.

41

16

Ungkapan
Abdur Rahman
al-Jaziri

Menghilangkan ikatan perkawinan
atau mengurangi pelepasan
ikatannya dengan = menggunakan
lafal- khusus.

45

28

Al-Bagarah
(2): 226-227

Kepada orang-orang yang meng-ila
istrinya diberi tangguh empat bulan
(lamanya). Kemudian jika mereka
kembali (kepada istrinya), maka
sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan jika mereka ber-'azam
(bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.

45

31

Ungkapan
Wahbah az-

Laki-laki  (suami menyerupakan
isterinya dengan wanita yang




Zuhaili merupakan ~ mahram  baginya,
menyerupakannya seluruh anggota
badannya atau sebagiannya saja
yang haram untuk dilihat seperti
punggung, perut, paha, seperti
suami mengatakan kepada isterinya:
engkau bagiku seperti punggung
ibuku, atau saudariku, atau tidak
menyebutkan kata bagiku, seperti:
enkau seperti ibuku.

Ungkapan As- | Diceraikannya isteri atas
46 33 i

San’any pembayaran suatu harta.

Seorang lelaki mengkhulu’
Uddaial isterinya, berarti dia menanggalkan

46 | 34 | Abdur Rahman | oY 99
| isterinya  layaknya  pakaiannya

al-Jaziri o/

apabila isteri membayar tebusan.
Ul Khulu’ ialah menanggalkan ikatan
y = pernikahan yang diterima oleh isteri
46 35 Golongan ,
. dengan lafal khulu’ atau yang
Hanafiyah .
semakna dengan itu.

Ungkapan , ,

16 36 Golongan é(éznulzn ggr&grut syara’ adalah talak

Malikiyah g
Khulu” menurut syara” adalah lafal

Ungkapan yang menunjukkan  perceraian

46 37 Golongan antara suami isteri dengan tebusan
Syafi’iyah yang harus memenuhi persyaratan

tertentu.
Khulu® adalah suami menceraikan

Ungkapan isterinya ~ dengan tebusan yang

47 38 Golongan diambil" oleh suami  dari isterinya

Hanabilah atau dari lainya dengan lafal

tertentu.
HX?? riwayat | getiap talak itu boleh hukumnya
50 47 "o UrmuZL - kecuali talak orang yang  hilang
Hadis homor kal
1203 akalnya.
Hadis riwayat | Sesungguhnya Allah melepaskan
50 48 Ibnu Majjah, | umatku dari tanggung jawab dan
Hadis nomor | dosa atas silap, lupa, dan sesuatu




2045

yang dipaksakan kepadannya.

54

65

At-Talaq (65):
6

...Dan jika mereka (isteri-isteri
yang sudah ditalag) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin. ..

7

15

Hadis riwayat

Abu Dawud,

Hadis nomor
2186

Bisyri bin Hilal memberi tahu kami
bahwa Ja'far bin Sulaiman memberi
tahu mereka tentang Yazid al-Risyk
dari Mutraf bin Abdullah bahwa
Imran bin Husain ditanya tentang
lelaki yang menceraikan istrinya
dan kemudian ia tidak
mempersaksikan perceraiannya dan
tidak pula pada rujuknya, maka
beliau (Imran bin Husain) berkata,
“Perceraiannya tidak sebagaimana
sunnah  dan  rujuknya  tidak
sebagaimana sunnah,
persaksikanlah  perceraian  dan

rujuknya, dan jangan diulangi lagi.
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